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BAB VI 

SARAN 

 

Saran yang diberikan setelah melaksanakan Praktek Kerja 

Profesi di Apotek Bagiana adalah sebagai berikut : 

1. Calon apoteker diharapkan lebih aktif dan tanggap selama 

menjalankan praktek kerja profesi agar para calon apoteker 

mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak sehingga mampu 

mencapai tujuan yang direncanakan. 

2. Calon apoteker diharapkan meningkatkan ketelitian dalam 

melaksanakan praktek kerja profesi untuk menghindari 

kesalahan dalam pengerjaan resep, meliputi memberikan paraf 

dari pemberian harga, peracikan obat, pemberian etiket, copy 

resep sampai pada penyerahan obat. 

3. Calon apoteker diharapkan membekali diri dengan ilmu 

pengetahuan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan  di 

apotek, serta nama-nama obat (generik dan nama paten). Selain 

itu, juga membekali diri tentang pelayanan kefarmasian dan 

manajemen apotek. 

4.  Calon apoteker harus belajar berkomunikasi yang baik 

terutama yang berkaitan tentang informasi obat kepada pasien. 

Selain itu, juga harus dapat menyesuaikan bahasa yang 

digunakan dalam berkomunikasi dengan pasien sehingga dapat 

menyampaikan informasi tentang obat yang rasional agar pasien 

mudah memahami dengan baik dan benar. 
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5. Apotek bagiana disarankan untuk menggunaan Patient 

Medication Record (PMR) yang merupakan salah satu wujud 

pelayanan kepada pasien juga untuk menjalankan peran sebagai 

seorang apoteker di masyarakat. 

6. Dalam Praktek Kerja Profesi di apotek jika memungkinkan 

calon apoteker melakukan home care yaitu kunjungan terkait 

pelayanan kefarmasian ke rumah pasien. 
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